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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peraturan mengenai pasal 5 Pengaturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 

dalam pelaksanaan restorative justice dalam tindak pidana pencurian di 

Indonesia menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia berkomitmen 

untuk menegakkan keadilan melalui berbagai peraturan perundang-

undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa 

segala tindakan pidana harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum 

yang berlaku. Pengaturan mengenai tindak pidana pidana diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mencakup berbagai 

jenis pencurian dan sanksi yang sesuai. Selain itu, Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan kerangka kerja 

bagi pemanggilan dan proses hukum yang harus diikuti oleh pemanggilan 

umum. Penerapan keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, memberikan 

alternatif penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan fokus pada 

pemulihan, bukan hanya hukuman. Hal ini mencakup syarat-syarat tertentu 

yang harus dipenuhi, seperti adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku 

dan korban serta pemulihan kerugian yang dialami korban 

2. Mengenai implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian perkara 

tindak pidana pencurian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dan 

Kuningan menunjukkan bahwa pendekatan ini merupakan langkah 

progresif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Restorative Justice 

fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, 

serta penekanan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang 

ditimbulkan akibat perbuatannya. Dalam kasus di Kejaksaan Negeri 

Cirebon, pemanggilan terhadap tersangka YK didasarkan pada beberapa 

pertimbangan, antara lain tidak adanya niat jahat yang berkelanjutan, latar 
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belakang sosial ekonomi tersangka, dan tidak adanya kesepakatan 

perdamaian antara pelaku dan korban. Hal ini mencerminkan penerapan 

prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya mengutamakan hukuman, 

tetapi juga pemulihan dan harmoni sosial.  

B. Saran 

1. Untuk pengaturan pelaksanaan Restorative Justice dalam tindak pidana 

pencurian di Indonesia yakni dengan melakukan peningkatan edukasi dan 

sosialisasi Kejaksaan dan lembaga terkait prinsip dan manfaat restorative 

justice kepada masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat memahami 

proses dan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelesaian perkara. 

Melakukan pelatihan untuk aparat penegak hukum dengan pelatihan yang 

lebih intensif diperlukan bagi jaksa dan aparat penegak hukum mengenai 

penerapan keadilan restoratif. Pelatihan ini harus mencakup teknik mediasi, 

pemahaman konteks sosial, dan cara menangani kasus dengan pendekatan 

humanis. Meningkatkan penguatan mekanisme pengawasan dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses mediasi untuk 

mendorong menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama 

dalam menjaga keamanan dan keadilan dalam komunitas. 

2. Untuk implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak 

pidana pencurian yakni dengan peningkatan sosialisasi yang lebih luas 

mengenai prinsip dan prosedur Restorative Justice  kepada masyarakat. 

Hal ini penting agar masyarakat memahami manfaat dan mekanisme 

keadilan restoratif, sehingga dapat mendukung proses ini. Pelatihan aparat 

kejaksaan diperlukan pelatihan yang berkelanjutan bagi jaksa dan aparat 

kejaksaan mengenai penerapan Restorative Justice. Dengan langkah-

langkah ini, Restorative Justice yang diharapkan dapat diterapkan secara 

efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang 

terlibat. 

  


